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1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan 
Kabupaten Dati II Toba Samosir dan Kabupaten Dati II Mandailing Natal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae rah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ked ua Atas 
Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4438); 

'· 
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal l 55 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peninjauan tarif 
Retribusi dilakukan dengan mernp--rhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian yang dite '1 kan dengan peraturan kepala 
daerah; 

b. bahwa tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang telah ditentukan 
pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu perlu ditinjau sesuai denga.n kondisi perekonomian 
masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

BUPATI MANDAILING NATAL, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENGELOLAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL 
NOMOR 14 TAHUN 2012 

BUPATI MANDAILING NATAL 

Mengingat 

Menimbang 



5. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal. 

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal. 
2~ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas Otonomi dan 
Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

· · Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
. penyelenggara Pemerintah Daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah 
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 
Dae rah. 

. Dalam Peraturan Dae rah ini, yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

RETRIBUSI IZIN 

MEMUTUSKAN 

:PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAl 
MENDIRIKAN BANGUNAN. 

Menetapkan 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mand ·I .,. Natal Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Anggaran Pendapatan dai Belanja Daerah Kabupaten 
Mandailing Natal Tahun 2012 (Lembaran Da ·ah Kabupaten Mandailing 
Natal Tahun 2011 Nomor 14); 

Iatal Nomor 10 Tahun 2011 
baran Daerah Kabupaten 

53 Tahun 2011 tentang 
-ita Negara Republik Indonesia 

107 tentang Pembagian Urusan 
intahan Daerah Provinsi, dan 
-rnbaran Negara Tahun 2007 
rnor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pen 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri N 
Pembentukan Prociuk Hukum Daerah 
Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailin; 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (L 
Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor O); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Ta h un 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara T,• -, in 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4578); 

'· 

c, ..... 



12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan ang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk rnelakukan pembayaran 
retribusi,termasuk pemungut atau pemotong retribusi tert- ntu. 

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupa :an batas waktu bagi 
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan i7,j1 111 tertentu dari 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutn ··1 disingkat 'SRD, adalah bukti 
pembayaran a tau penyetoran retribusi yc-1 · telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh K:epala Daerah. 

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 
yang terhutang. 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 

_ pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada 
· retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang. 

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/ a tau denda. 

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan dan/ a tau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk me nguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam 

usaha dan pelayanan yang 
lainnya yang dapat dinikmati 

.usi, adalah Pungutan Daerah 
izin tertentu yang khusus 

,,·rah un tuk kepen tingan orang 

9.· Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut R 
sebagai pembayaran atas jasa atau pe mbe r 
disediakan dan/ a tau diberikan oleh Pemerintah 
pribadi atau Badan. 

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah br • 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaat 
oleh orang pribadi atau Badan. 

11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan t irte ntu I -rintah Dae rah dalam rangka 
pemberian izin kepada orang pribadi atau yang dirnaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan .gawasan atas kegiatan, 
pemanfaatan ruang, serta penggunaan 11 11her da- _ lam, barang, prasarana, 
sarana atau fasilitas tertentu guna rneh, tgi kepe+ .ingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan. 

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah 
sesuai dengan peraturan perundang - undangan. 

7. Peraturan Bupati adalah Paraturan Bupati Mandailing Natal. 
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Millik Daerah (BUMD) dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, 
Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, n ·ganisasi Sosial Politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk ba n lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 



( 1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi a tau badan 
yang memperoleh izin mendirikan bangunan . 

. (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan 
yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan Retribusi 

Pasal6 

(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangun. n. 

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud padn ayat {1) · .:liputi kegiatan 
peninjauan desain dan pernanu» tan pelaksanaan pembangunannya agar tetap 
sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap 
memperhatikan koefisien dasar bangunan (KL>B), koefisien luas bangunan 
(KLB), koefisien ketinggian bagunan (KKB), dan pengawasan penggunaan 
bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat 
keselamatan bagi yang menempati bangunan terse but. 

(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

Pasal 5 

Dengan nama Retribusi Izin Me ndirikar ng q n dipun ut retribusi sebagai 
pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan s·1 · n bangunan. 

,.-:,al 4 

r.atura n Bupati ini adalah Retribusi Izin Jenis Retribusi Perizinan Terten u dala 
Mendirikan Bangunan. 

Pa· tJ. 3 

Objek Retribusi Perizinan Terten tu tdala pelayanan pertzman tertentu oleh 
Pemerintah Daerah kepada orang p ·ibr i da n atau badan yang dimaksudkan untuk 
pcngaturan dan pengawasan atas k .ciau n pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 
daya alam, barang, pra sara nr vrana atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga 1 ,a.sta.rian lingkungan. 

B/\B Pi 
JENIS RETRIBUS.I PITRIZINAN 

re tri busi adalah serangkaian tindakan yang 
ri serta mengumpulkan bukti yang dengan 

pi· rl :"l. dibidang retribusi yang terjadi serta 

1 «n pe turan perundang-undangan retribusi rangka me laksanakar. ,. 
daerah. 

19: Penyidikan tindak pidana 1 bid: 
dilakukan oleh Penyidik untuk n 
bukti itu membuat terang tind ak 
menemukan tersangkanya. 



(5) Koefisien Penggunaan Bangunan (PB) ditetapkan sebagai berikut: 
Bangunan hunian : 1 
Bangunan keagamaan/ sosial budaya : 2 
Bangunan usaha : 3 
Bangunan perkantoran : 4 
Bangunan industri/ pabrik/ gudang : 5 

(4) Koefisien Tingkat Bangunan (TB) ditetapkan sebagai berikut: 
Bangunan dengan lantai 1 : 1 
Bangunan dengan Ian tai 2 : 2 
Bangunan dengan lantai 3 : 3 
Bangunan dengan lantai >4 : 4 

(3) Koefisien Luas Bangunan (LB) ditetapkan sebagai beriki. 
Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) : 
Luas Ban gun an O - 100 m2 : 1 
Luas Bangunan 100 - 500 m2 : 2 
Luas Bangunan 500 - 1.000 m2 : 3 
Luas Bangunan > 1.000 m2 : 4 

(2) THDB ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu <upiah). 

-m adalah jumlah biaya 
kan kepada pemerintah 
lan u saha baik swasta 
) 

adala h : (1) Struktur dan besarnya tarif izin me dirikan h, 
RIMB THDB x LB x TB x PB 
RIMB == Retribusi Izin Me idirikan 8, 

retribusi IMB yang h · rus di 
daerah oleh orang dzu at=u 
maupun pemerintah (BUM Uf'vi 

LB == Koefisien Luas Bant:)'l -m 
TB == Koefisien Tingkat Ban 111 n 
PB = Koefisien Penggunaan I~ c1 man 
THDB = Tarif Harga Dasar Ban 1 , , M2 

Pasal 8 

1 ) di berikan bo bot (koefisien). 
'at (2) sebagai berikut : 

(2) 
(3) 

(1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur derigan rumus yang 
didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana 
penggunaan bangunan. 
Faktor - faktor sebagaimana dimaksud pada a 
Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud par 
a. koefisien luas bangunan; 
b. koefisien tingkat bangunan; 
c. koefisien penggunaan bangunan. 

Pasal 7 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi izin mendirikan bangunan. 



_ (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud rialam Undang-undang 
Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah P1•ja!Jat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan perar ran Perundang - undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari,mengumpulkan , dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau 
laporan terse but menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mericari.dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindakan pidana retribusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan 
terhadap bahan bukti tersebut : 
1) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi; 

Pasal 12 

BAB IV 
PENYIDIKAN 

uga) tahun sekali. 
ud pada ayat (1) dilakukan 
rbangan perekonomian. 

( 1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lamb, 1 ')_ 

(2) Peninjau tarif Retribusi sebagaimana dim; 
dengan memperhatikan indeks harga dan perl 

Pasal 11 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi penzman 
tertentu didasarkan pada tujuan untuk mer-i rtup sebagian atau seluruhnya 
biaya penyelenggaraan Pemberian Izin yang be ngkutan. 

,(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagr rana yang dimaksud pada ayat 
( 1) meliputi penerbitan dokumen izin, perig asan di lapangan, penegakan 
hukum, penata usahaan, dan biaya dam] . negatif dari pemberian izin 
terse but. 

Pasal 10 

BAB III 

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah izin 
bangunan diberikan. 

Pasal9 

.1, ...... -:·:1 _ 



BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2012 NOMOR 

SEKRETARIS DAERAH KABUP 
MANDAILING NATAL, 

Diundangkan di Panyabungan. 
pada tanggal 20 April 2012 

Lt "( 
M.HIDAYAT BATUBARA 

BUPATI MANDAILING NATAL, 

Ditetapkan di Panyabi · gan 
pada tanggal 20 April 2012 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundan kan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pei g iridarigan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah I< bi tpaten Mandailing 
Natal. 

Pasal 14 

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pr· 1·sanaannya a an di tetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

BABV 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal l~ 

2) menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa; 

3) memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; 
4) memanggil orang untuk didengar ketera ngan dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 
5) menghentikan penyidikan; dan/ atau 
6) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang - undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil p nyidikan kepada penuntut umurn 
melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Rcpublik Indonesia, sesuai ketentuan 
yang diatur dalam Undang- undang Hukum Acara Pidana. 

1..,-., ... .... - . ·:·. 



BERiTA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2012 NOMOR 

SEKRETARIS DAERAH KABUP 
MANDAILING NATAL, 

Diundangkan di Panyabungan. 
pad a tanggal 20 i\.pr:i.l 2012 

M.HIDAYAT BATUBARA 

BUPATI MANDAILING NATAL, 

Ditetapkan di Panyabungan 
pada tanggal 20 April 2012 

· Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Mandailing 
Natal. 

Pasal 14 

Ketentuan lebih lanjut mengeriai teknis pelaksanaannya akan di tetapkan dengan 
Keputusan Bupati. · 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

2) menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;. 

3) memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; 
4) memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 
5) menghentikan penyidikan; dan/ atau 
6) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang- undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum 
melalui penyidik Pejabat Palisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan 
yang diatur dalam Undang- undang Hukum Acara Pidana. 

- \ 

A '" ..... :· .. :!. 


